PERATURAN DAERAH
KABUPATER DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 4 TAHUN 1976
TENTANG
PAJAK PENGERAS SUARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI KEPALL DAERAH TINGKAT TII KEBUMEN

MENIMBANG: 1,bahwa henycwakan nengeras suara bail yang dilakukan oleh pcrorang-
ain maupun olch sesuatu badan,sudah nmcrupakan suatu bidang usaha;
2ebahwa schubunsan hal terscbut diatas sudah layak apabila kepada pa
ra pomilik pengeras suara itu dikenakan pcimbebanan pajak pengeras
suara,karena dcengan menyewakan pengeras suara ilercka telah mempero
leh penghasilan baik scbagail usaha sampingan haupun usaha pokok;
MENGINGAT: l.Undan@—Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah;
2eUndang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tcentang Pembentukan Dacrah Kabu-
paten dalaia lingkungzan Propinsi Jawa~Tengah Joe.Peraturan Penerin -
tah No, 32 Tahun 1950;
3°Undang-Undang Darurat No,1ll Drt 1957 tentang Peraturan Umum Pajak .
Daerah;

Dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat ITI i
Kebunen,

M EMUTU S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KLBUPLTEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG "PAJAK
PENGERAS SUARA ", -

BAB'I.
KETENTUAN UMUM.,
Pasal l.
Dalam Pecraturan Dacrah ini yang dimaksud denganc:
aeBupati Kepala Dacrah ¢ Bupati Kcpala Dacrah Tingkat II Kcbunicn;
be.Pengeras suara ¢ alat atau pesawat yang dapat mengeraskan suara yang

nenggunakan aliran listrik atau kekuatan-kckuatan

lainnya;

terdiri atas satu versterker,satu atau lebih mikro-

foon dan loudspecalcer;

del 3 a h a ¢ setiap kegiatan yang bersifat terus menerus dengan

tujuan mendapatkan keuntungan,

perorangan, badan,perusahaan yan; menyediakan atau

lenpunyal persediaan peongeras suara schagal sarana

usaha delam bentuk perscewaan;

fewajib-pajak ¢ pemilik pengeras suara sepertl yang dimaksud dalan
pasal 1 huruf e,

Pasal Ce

(1) Scmua pemilik engeras suara wajib mendaftarkan setiap unit pengeras suara
£

yan;; dimilikinya kepada Kantor Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Kebunen;

(R) Pendaftaran dimaksud dalan ayat (1) pasal ini dikenakan biaya R,100,--(scra-
tus rupiah) sctiap unit pengeras sueras

(3) Pemindahan hak ateas pengeras suara yang telah terdaftar, dikenakan juga ke -
tentuan dimelisud dalan ayat (2) nasel ini.

BAB.II,
WAJIB PAJAK DAN PENGAWASAN,

Pasal 3,

. . . 5 1
(1) Semua unit bengeras suara yang digunakan schbagai sarana usaha'dalam bontq&
persevaan dalam wilayah Kabupeton Dacrah Tingkat II Kebuimcn dikenakan pajak

pengeras suara.

cesatu unit pcngeras suara

cepenilik pengeras suara

(2) Besarnya pajak sctiap unit pengeras suara ielah: milik umun scbosar Rels0C0,~
(seribu rupizh) sectahun;

(3) Masa menjadi wajib-pajak lcbih dari 3 (tiga) bulan dalam sctahun pada suatu
tahun dihitung satu tahun penuh,

Pasal 4.
Pajak pengeras suara harus dibayar scbelun akhir bulan Maret dari tahun yang ber

Jalan dikantor Dinas Penghasilan den Pendapatan Dacrah Tingkat II Kebumen yang
dibuktikan dengan pembubuhan metcerai pa%%¥ pada Kartu Pcmbayaran,



Pasal 50

Kartu pcendafteran dan liartu uonbayaran »ajek harus dibawa pada sctiay
bengeras suara digunakan;

TN
i.-J
~—r

(2) Kartu pendaftaran dan kartu perbayaran pajal wajib dincrlihatkan sewaktu -
waktu ada percrikseen,

Pasal 60

(1) Jika kotentuan yangs dimaksud dalan pasal 4 Peraturan Dacrah ini pajak penge
rox suara belum dibayar, wajib-pajak dikenakan biaya penagihan 5% (lima pro
sen) dari besarnya pajak yan; terhutnang,

(2) Wajib-pajak yen: .tidak rmembayar pajak pcngeres suara sclaima satu tahun dike
nakan denda scbesar 10% (sepuluh prosen) dari besa nya pajak yang terhutang

H

(3) Pajak pengeras suara,biaya ponagihan dan denda dimalksud dalas ayat (1) dan
(2) pasal ini ditagih dengan mengirimkan surat perinsatan;

(4) Apabila dalam waktu 14 (empatbclas) hari scterimanye peringatan wajib-pajak

tetap belum ncmenuhi dinaksud ayat (3) prasal ini,kcpadanya diberikan surat-

teguran yang mencgaskan keharusan pelunasan tagihan dalam waktu 14 (empatbe

las) hari scterimenya surat teguran;

(5) Apabila wajib=pajak itasih totap belut mebenuhi surat teguran dimaksud dalam
ayat (4) pasal ini, terhadap pengeras suara yan; bersangkutan dilakukan pe-
nasangan scgel;

(6) Wewenang untuk memungut pajak pengeras suara,biaya penagihan dan denda menu

rut Peraturan Daerah ini hapus karcna daluwarsa sesudah 2 (dua) tahun terhi
tung mulai akhir bulan wajib-najak harus melaikukan pembayaran; :

Pasal 7.

Pajak pengeras suara, bieya penagihan dan denda dimaksud dalan pasal 3 ayat. (2)

pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Dacrah ini dapat dipungut dengan mengadakan
tuntutan atas benda bersoralk dan atau tidal: bergerak milik wajib-pajaks,

Pasal 8 °

Piutang wajib-pajak pengeras suara,blays penagihan dan denda dimeksud pasal 6

Peraturan Dacrah ini ucerupakan hak utama dari nada hutang-hutang lain, kecuali:

a.hutang-hutang -dindksud -dalan pasal 1139 sub 1, sub 4 dan pasal 1149 sub 1 Ki-
tab Undang Undang Hukun Perdata, pasal 80 dan 81 Kitab Undanz Undang Hukum Da
Hangs .

B.padal yan;; diadalkan nenurut Kitab Undang; Undang Hukum Perdata yang ade sebelum
bulau pcenctapan pajak itu harus dibayar;

Pasal 9,

(1) Dibebaskan dari pajek pengeras suara dimeksud dalan pasal 3 ayat (1) Pecratu
ran Dacrah ini ialah »c¢ngeras suara yang:
a.merupakan barang dagangan;g
bebukan mcrupakan sarana usaha dalam bentuk persewaan;
codiscpgel karcna rusak/tidak dipergunakan;
dodimiliki olch ABRI,Jawatan Pemerintah,Pcrusahaan Negara,Sgkolah-sckolah
baik Negeri maupun Swasta dan Badan-badan sosial antara lain mesjid, gercja
pura;
(2) Bupati Kcpala Daerah nenunjuk Petugas untuk nenasang scgel dimaksud delam a-
vyat (1) huruf c pasal inij
(3) Sezel dipasans sedeiikian rupa schingga pcnieras suara itu tidak dapat dipa
kai tanpa ncrusak scgel,
Pasal 10,
Petugas pcmasang scgel dimaksud dalam pasal 9 ayat (') Pcraturan Dacreh ini di-
borl wewenan:' pula nmerasang scpgel pada pengoras suara sceperti ditentukan dalan
pasal 6 ayat (5) Peraturan Dacrah ini dan nembuka kenbali setelah hutang pajak
pengeras suara, biaya penagihan dan denda dibayar lunase
Pasal 11,
Kelcbihan pembayaran pajak-penjgeras suara, biay- penagihan dan denda berdasarkan
Peraturan Dacrah ini dapat diminta kembali sclambat-lambatnya dalan waktu 1 (sa-
tu) tahun sesudah tansgal nemboritahuan.
Pagal 12.

Bupati Kepala Dacrah berwcnang nenctapkannya apabile tordepat keragu-raguan ter

hadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal eyat (2) dan pasal 9 ayat (1)
Peraturan Dacrah ini,
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Pasal 13,

Pengeavasan terhadap dilaksanaliannya Peraturan Dacrah ini dileksanaken olch
ti Kenala Dacrah atau Pejabat yons ditunjuk,.

BAB., III,
KETENTULN PIDANA .

Poasrl 14,

Terhadap peclanggaran ketentuan dimaksud delan pasal 2 ayat (1) Peraturan Dserah
ini dan ntau m¢mbcrikmn keteranZan palsu dengan saksud untuk oenzuntungkan diri
scndiri, orany lain atau sesuatu badan, dihukun dengan hukukan kurungan sclama-
lamanya 3 (tl'ﬂ) bulan atau dende sctingi~tin ;inya Re1l,000,==(scribu runiah),.

BLAB, IV,
PENUTUP.
Par—:al 15 s
Pcraturan Dacrah ini dapat discbut 7"PERATURLIN PALJLK PINGERLS SUARAM dan nulai

berlaku pacda hari pcrta.a scsudah penzundangannya,-—-

Kcbumen, 19 Juni 1976.

DEWLN PERWLKILLN RAKYAT DLERAH BUPLTI KEFLLL DAERAH TIFGKAT II KEBUMEN,
TINGKAT ITI KEBUMEN,
KETUA.
R, SOEMLDJI PLRTOATMODJO. R. SOEENO SOEZRJODIPRODJO,

Di undangkan »nada tangg;al: 19 - 10 - 1977
Scircteris #ilryah/Daerah
Kabupeaten Dacrah Tingkat II Kebunen
R, KOFMBOEL SOEMLIITRI B, A.

NIP: 010015009,

D RE T BT L B AN § s o ammimm se is -

I, PENJELLSLN UMUM:

Bahwa peaseras suara kini mcerupelkan suatu sarana usz2ha yang banyek dimili
ki olch aasorakat,Donisan demikian baik ,cbahnl salah satu uohhn sampingan na
upun usaha pokolk, dear; penycdiaan pongeras ara schagal obyck ncrscwaan
telah scdemikian luas schinggja houpir dLnOtlﬂﬁ pclosok tcrdapat orang2 yang
momillk: pengeras suara yang scnjaja untuk disewalian denran iaksud menjadi-
kKannya scha<al salah satu bidang usaha,

Denzan mengingat bahwa pemiliken/penycdiaan nenge
itu sudah merupakan salah satu bidang usahe,nalka ade
penilik poengeras suara itu yang telah iicmneroleh pen
becbannn berupa. "Pajok nongeras suarai,

Besar kecilnye pendanctan scseorans yang ﬂcuvuuahkkan nengeras suara tor

antung pacda unit-unit ponjeras suara yang dimilkinya; olch karcna itu dida
laA Peraturan Dacrah ini ditempuh sistim behwa najek dihitung per unit,

Untuk pelaksanaannya nada taraf pertana adaleah ditctapken kewajiban mon-
daftarkan bagi sctiap pengoeres susra den keamudian pade nercka yang telah nen
daftarkan itu diberikan hurt kartu pendaftaran untuk sejunlah unit pengeras
suara yang dimilikinya,

IT. PENJTLLSAN PASLL DEMI PASAL:

Pasal 1 : yeng diiaksud denjan kchkuaten lain,antara lain: batcraei,dinamo,
accu dan "(b";a1nva.
Pasal 2 ayat (1) : a.unlksud pasal ini adalah untuk mengadakon pendaftaren se
aua pengeras suara, kecuall pehgeras suara yans discwa

kan; o . )
b, pcndaftaran dilakukan dikantor Dinas Penjhasilan cdan

Pendentan Dacrah kabupaten Dacran Tinkat II Kebuiaen
atou termmatl lain yans ditunjuk oleh DBupati Kenala Dac.

as suzra yani discwakan
2h layak apabila kcpada
1ohasilan dikenekan pen-

ata
rah,

Pasal 3 ¢ cukup j.ules.

Pasal ¢ adapun teapat peimbaynran pajoic dikentor Dinas Pen_hasilan dan Pon-

dapaten Dacrah kabupatcin Decrah Tinlzat IT Kibumen atau toanate Ial
in yang ditunjulk olch Bupati Kepala Dacrah.
Pasal 5,6: cukup jclas.

Pagal 7 : Menpadaken tuntutan atas bende berscrak atau bend= tidak berierek
milik wejib-najak doenian m;nporhutlunn becoarnya nilai pajak yani
terhutan:.

Pasal 8 s/d 15 : cukup jolas.
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